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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kebutuhan manusia berkembang sesuail dengan perkembanganl 

kedudukan individul dalam statusl sosial maupunl perkembangan lteknologi. 

Hal itul didukung denganl perkembangan kebutuhanl pokok hinggal masuk padal 

kebutuhan sekunderl maupun ltersier. Keseharian manusial dituntut untukl 

melakukan pekerjaanl guna memenuhil tuntutan kebutuhanl hidup. Mulail dari 

kebutuhanl pokok sampail kebutuhan sekunderl maupun primerl tergantung daril 

tingkat kelasl sosialnya.1 Untuk memenuhi kebutuhanl tersebut menjadikan 

setiapl orang dituntutl untuk bekerjal atau dengan usaha. 

Setiap usaha tentunya dilakukan sesuai prinsipl ekonomi bahwal ada 

permintaanl dan lpenawaran. Artinya usaha bahwasanyal dilakukan dengan 

melihat pangsal pasar akanl kebutuhan-lkebutuhan, maka untukl pemenuhan 

kebutuhanl manusia dapat dilakukan dengan usahal memproduksi, 

lmendistribusi, meperdagangkan danl pada akhirnyal untuk dil konsumsi. 

Sehinggal muncul siklusl pemenuhan kebutuhanl yang manal setiap tahapannyal 

diperlukan usahal dan/ataul kegiatan mulail dari segil tradisional ataupunl 

memanfaatkan perkembanganl teknologi. 

Tidak dipungkiri bahwal setiapl kegiatan usahal pastil membutuhkan 

llokasi, setidaknyal dipergunakanl untuk lapakl penjualanl maupunl untuk lokasil 

 
1  Sikumbang, Jusmadi, Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum, Medan: Pustaka 

Bangsa Press, 2016, hlm. 6. 
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produksi bahkanl untuk menyimpanl stok produknyal memerlukan gudangl 

sebelum ldidistribusikan. Artinya semual usaha memerlukanl tempat ataul lokasi 

dil atas suatul lahan yangl pasti akanl memberikan efekl terhadap 

llingkungannya. Paling tidakl atau setidakl-tidaknya akanl terjadi perubahanl 

rona llahan.  

Setiap usaha ataul kegiatan yangl dilaksanakan dil suatu lokasil atau 

tempatl usaha tidakl dapat terhindarl dari efekl atau dampakl yang secaral 

langsung maupunl tidak terhadapl lingkungan lsekitarnya. Semakin majunya 

ilmu pengetahuan masyarakat di bidang ternak saat ini, membuat para 

pengusaha semakin tertarik memanfaatkan peluang usaha dan bisnis dalam 

bidang usaha peternakan. Salah satu usaha peternakan yang diminati oleh 

pengusaha adalah usaha peternakan ayam karena usaha ini diperuntukan 

memenuhi konsumsi telur ayam di masyarakat dengan harga yang terjangkau. 

Lingkungan hidup merupakan suatu elemen penting bagi kehidupan 

manusia. Karena itu, manusia diwajibkan melindungi dan melestarikan fungsi 

lingkungannya, dan dilarang mengotorinya dengan membuang sampah, atau 

bahkan limbah dari rumah tangga secara sembarangan. Pencegahan terhadap 

kemerosotan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam dimaksudkan 

agar lingkungan hidup dan sumber daya alam tetap terpelihara keberadaan dan 

kemampuannya untuk mendukung berlanjutnya pembangunan, setiap aktivitas 
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pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian 

dan sumber daya alam tersebut.2 

Salah satu asas pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yaitu asas keserasian dan keseimbangan. Menurut 

penjelasan Pasal 2 huruf lc, bahwa yang dimaksudl dengan “asasl keserasian 

danl keseimbangan” adalahl bahwa pemanfaatanl lingkungan hidupl harus 

memperhatikanl berbagai aspekl seperti kepentinganl ekonomi, lsosial, budaya, 

danl perlindungan sertal pelestarian lekosistem. 

Menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: 

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut 

Amdal, adalah kajianl mengenai dampakl penting suatul usaha danl/atau 

kegiatanl yang direncanakanl pada lingkunganl hidup yangl diperlukan bagil 

proses pengambilanl keputusan tentangl penyelenggaraan usahal dan/ataul 

kegiatan. 

Selanjutnya pada Pasal 1l angka (12l) menyatakan: 

Upaya pengelolaanl lingkungan hidupl dan upayal pemantauan lingkunganl 

hidup, yangl selanjutnya disebutl UKL-lUPL, adalah pengelolaanl dan 

pemantauanl terhadap usahal dan/ataul kegiatan yangl tidak berdampakl penting 

terhadapl lingkungan hidupl yang diperlukanl bagi prosesl pengambilan 

keputusanl tentang penyelenggaraanl usaha danl/atau lkegiatan. 

Usaha peternakan ayam, baik ayam petelur maupun ayam pedaging 

mempunyai prospekl yang baikl untuk dikembangkanl karena tingginyal 

permintaan masyarakatl akan dagingl atau ltelur. Usaha peternakanl ayam inil 

juga memberikanl keuntungan yangl tinggi danl bisa menjadil sumber 

 
2  Harun, M. Husein, Berbagai Aspek Hukum Lingkungan, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, 

hlm. 1. 
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pendapatanl bagi peternakl ayam broilerl tersebut. Namun usaha peternakan 

tersebut memiliki dampak lingkungan, dan umumnya peternak dalaml 

menjalankan usahanyal masih mengabaikanl aspek-aspekl amdal. Hal ini telah 

diatur dalam Pasal 36l Undang-Undangl Nomor 32l Tahun 2009l tentang 

Perlindunganl dan Pengelolaanl Lingkungan Hidupl menyebutkan bahwa: 

(1) Setiapl usahal danl/atau kegiatanl yangl wajibl memiliki amdall ataul UKLl- 

UPL wajibl memilikil izinl lingkungan.  

(2) Izinl lingkunganl sebagaimanal dimaksud padal ayatl (1l) diterbitkan 

berdasarkanl keputusanl kelayakanl lingkungan hidupl sebagaimanal 

dimaksudl dalam Pasall 31l ataul rekomendasi UKLl-lUPL. 

(3) Izinl lingkunganl sebagaimanal dimaksud padal ayatl (1l) wajib 

mencantumkanl persyaratanl yangl dimuat dalaml keputusanl kelayakanl 

lingkungan hidupl ataul rekomendasil UKL-llUPL. 

(4) Izinl lingkunganl diterbitkanl oleh lMenteri, lgubernur, ataul bupati/walikotal 

sesuail denganl kewenangannya. 

Saat ini banyak perusahaan peternakan ayam yang dibangun oleh para 

pengusaha yang menimbulkan keresahan dan permasalahan dikarenakan tidak 

semua perusahaan mendirikan peternakan ayam sesuai dengan standar yang 

ditentukan peraturan perundang-undangan. Masih banyak perusahaan 

peternakan ayam yang kurang memperhatikan bagaimana dampak limbah ke 

masyarakat, seperti halnya limbah bau dan lalat yang ditimbulkan pada saat 

terjadinya hujan. Limbah peternakan yang berupa feses, dan sisa pakan serta 

air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran 

lingkungan masyarakat di sekitar lokasi peternakan tersebut. Selain itu, polusi 

udaral (bau) dapatl mengganggu masyarakatl yang adal di sekitarl kandang 

peternakanl ayam. Hall ini dikarenakanl kurangnya manajemenl dalam 

pengelolaanl limbah layam. 
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Mencermati uraian di atas, yang menjadi permasalahan adalah 

peternak dalam menjalankan usahanya masih mengabaikan aspek-aspek 

amdal, sehingga menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Untuk itu 

diperlukan upaya yang tepat untuk dapat mengatasi dampak pencemaran 

lingkungan dari usaha peternakan ayam petelur maupun pedaging sehingga 

keberadaannya tidak mengganggu masyarakat. Salah satul bentuk pelayananl 

publik untukl masyarakat olehl pemerintah adalahl pemberian izinl yang hanyal 

dapat diperolehl dari pemerintahanl sebagai penyelenggaral pemerintahan 

negaral untuk menjalankanl usaha dilingkunganl lmasyarakat.  

Bentukl kebijaksanaanl pemerintah secaral konkritl yaitul dalam bentukl 

lizin. Pemberianl izin tersebutl dimaksudkanl untukl mengendalikan masyarakatl 

dalaml hubungannyal dengan berbagail kehidupanl lmasyarakat, misalnya 

pengurusanl izin lingkunganl yang mensyaratkanl adanya kelayakanl lingkungan 

atasl dokumen kajianl lingkungan suatul usaha danl/atau kegiatanl berupa Amdall 

dan/ataul UKL-UPLl yang mampul menjaga kondisil kelestarian fungsil 

lingkungan danl ekosistem tetapl terjaga. Namun pada prakteknya tidak sedikit 

pengusaha peternak ayam yang masih tidak memiliki izin dalam menjalankan 

usahanya seperti yangl terjadi padal perkara nomor 8/lPid.Sus/2021/PN Bms.  

Padal perkara tersebut Terdakwal Mario Suseno Als Sinyo anak dari 

Slamet Suseno (Alm), melakukan usahal dan/ataul kegiatan tanpal memiliki 

izinl lingkungan, Terdakwa mendirikan usaha peternakan ayam jenis ayam 

petelur pada tahun 2009 di Desa Limpakuwus Kec. Sumbang Kab. Banyumas 

dengan nama usaha Putra Jawa Farm yang memiliki lahan/luas tanah kurang 
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lebih 1 (satu) hektar dengan 4 (empat) bangunan kandang masing-masing 

ukuran 12 x 60 m² selanjutnya masing-masing kandang berisi 5 000 (lima 

ribu) ekor induk ayam petelur sehingga total terdapat kurang lebih 20.000 (dua 

puluh) ribu ekor induk ayam petelur dengan tenaga kerja sebanyak 30 (tiga 

puluh) orang dan dengan jumlah produksi telur perhari kurang lebih sekitar 

12.000 (dua belas ribu) butir atau sekitar 800 (delapan ratus) kg. Namun 

setelah dilakukan pengecekan terhadap kegiatan usaha peternakan ayam 

petelur Putra Jawa Farm dengan pemilik Terdakwa yang pada saat di lakukan 

pengecekan terdapat 4 (empat) kandang ayaml dengan 3l (tiga) kandang yangl 

masih adal ayam petelurl dengan jumlah kurang lebih sebanyak 15.000 (lima 

belas ribu) ekor ayam petelur yang sedang berproduksi dan ternyata Terdakwa 

tidak dapatl menunjukan/tidak memilikil izin usahal dan izinl lingkungan. 

Izin lingkunganl merupakan instrumenl utama hukuml lingkungan yangl 

berfungsi mencegahl pencemaran maupunl perusakan lingkunganl sebagaimana 

diaturl secara konkritl melalui Peraturanl Pemerintah Nomorl 27 Tahunl 2012 

tentangl Izin llingkungan. Rangkuti mengatakan bahwa pengelolaan 

lingkunganl hanya dapat berhasill menunjang pembangunanl berkelanjutan 

apabilal pemerintahan berfungsil efektif danl terpadu. Salahl satu saranal yuridis 

administratifl untuk mencegahl dan menanggulangil pencemaran lingkunganl 

adalah sisteml perizinan.3 

Syamsul Arifinl memandang lbahwa, terdapatnya ancamanl hukum 

pidanal bagi pejabatl (pusat maupunl daerah), berkaitanl dengan pelaksanaanl 

 
3  Siahaan, N.H.T., Hukum Lingkungan, Jakarta: Pancuran Alam, 2006, hlm. 188. 
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tugas danl kewenangan pejabatl tersebut, berkaitanl dengan perizinanl dan 

pengawasanl pengelolaan lingkunganl hidup, karenal sebagai langkahl pertama 

dalaml upaya pencegahanl terjadinya pencemaranl dan/ataul perusakan 

lingkunganl hidup adalahl penerapan perizinanl lingkungan, yangl merupakan 

penegakkanl hukum administrasil untuk mewujudkanl pembangunan 

berkelanjutanl atau kegiatanl usaha yangl berwawasan llingkungan.4 

Pengawasan yangl dilakukan terhadapl kegiatan yangl tidak memilikil 

izin lingkunganl sebagai upayal pemantauan penataanl persyaratan perizinanl 

oleh instansil yang berwenangl memberi isinl lingkungan.5 Hasill pengawasan 

tersebutl ditujukan untukl mengembangkan penegakanl hukum. Penegakanl 

hukum lingkunganl dapat dimaknail sebagai penggunaanl atau penerapanl 

instrumen-instrumenl dan sanksil-sanksi dalaml hukum ladministrasi, hukum 

perdatal dan hukuml pidana denganl tujuan memaksal subjek hukuml yang 

menjadil sasaran mematuhil peraturan perundangl-undangan lingkunganl hidup. 

Berdasarkan uraian di atas, penegakan pidanal dilakukan apabilal suatu 

perbuatanl yang dinyatakanl sebagai suatul tindak pidanal jika dilakukanl 

bertentangan denganl izin lingkunganl yang diaturl dalam hukuml pidana 

lingkunganl sehingga dapatl dinyatakan sebagail tindak lpidana. Maka penulis 

tertarik ingin meneliti lebih lanjur dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Studi 

Putusan Pengadilanl Negeri Banyumasl Nomor 8l/Pid.Susl/2021/PNl Bms).” 

 
4  Arifin, Syamsul, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di 

Indonesia, Jakarta: Sofmedia, 2012, hlm. 200. 
5  Rangkuti, Siti Sundari, Izin Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran 

Lingkungan, Surabaya: Universitas Airlangga, 2000, hlm. 488. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkanl uraian latarl belakang dil atas, makal pokok masalahl yang 

akanl dibahas dalaml penelitian inil dirumuskan sebagail berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap kegiatan yang berkaitan 

denganl izin lingkunganl? 

2. Bagaimanal pemidanaan terhadap pelakul usaha danl/atau kegiatanl tanpa 

izinl lingkungan pada putusan Pengadilanl Negeri Banyumasl Nomor 

l8/Pid.Susl/2021/PNl Bms? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkanl latarl belakangl dan rumusanl masalahl yangl telah 

diuraikan dil latas, makal tujuan yangl dicapail dalaml penelitian inil ladalah: 

1. Untukl mendeskripsikanl pengaturan hukum pidana terhadap kegiatan yang 

berkaitan dengan izin lingkungan. 

2. Untuk mengkaji pemidanaanl terhadap pelaku usahal dan/ataul kegiatan 

tanpal izin lingkunganl pada putusan Pengadilanl Negeri Banyumasl Nomor 

8l/Pid.Susl/2021l/PN Bmsl? 

D. Manfaat Penelitian 

Hasill penelitianl inil diharapkan mampu memberikanl manfaat bagil 

paral pembacal dan semual pihak yangl berkaitan denganl penelitian lini. Adapun 

manfaatl penelitian lini:  

1. Secara lteoritis, menambah referensil dan khasanah kepustakaanl di bidangl 

ilmu pengetahuanl khususnya hukum pidana terkaitl dengan hukuml 
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lingkungan lhidup. Hasil penelitian ini juga diharapkan memperkaya 

pemahamanl akademis dil bidang ilmul hukum, khususnyal hukum lpidana, 

hukum lingkunganl dan penerapannyal serta dapatl dijadikan rujukanl untuk 

penelitianl sejenis lselanjutnya.  

2. Secaral praktis, sebagail bahan acuanl bagi paral pelaku usahal dan/ataul 

kegiatan dalaml melengkapi dokumenl perizinan dengan memperhatikan 

hukum lingkungan hidup. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan 

bagi pihak kepolisian dalaml pelaksanaan penegakanl hukum terkaitl 

dengan pemidanaanl izin lingkunganl dan memberi pemahaman kepada 

pelaku usaha dalam kegiatan kewirausahaan agarl tetap berorientasil 

lingkungan sertal mampu memelihara danl menjaga kelestarianl lingkungan 

lhidup.  

E. Tinjauan Pustaka  

Tinjauanl pustaka menyajikan penelitianl terkait ataul referensi primerl 

yang aian digunakan dalam penelitianl ini. Hasill penelusuran penelitil terhadap 

penelitianl-penelitian ilmiahl sebelumnya dapatl dijadikan penelitil sebagai 

bahanl rujukan. Berikutl beberapa literatur yangl masih berkaitanl dengan 

permasalahanl dalam penelitianl ini.  

1. Dahlia Kusuma Dewi, dkk,6 “Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan 

Penegakan Administrasi No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”.  

 
6 Dewi, Dahlia Kusuma., Syahrin, Alvi., Arifin, Syamsul & Tarigan, Pendastaren, “Izin 

Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi No. 32 Tahun 2009 tentang 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep perizinanl 

berdasarkan lUUPPLH, gugatan administratifl dan penegakanl administrasi 

lingkungan terhadapl usaha danl/atau kegiatanl yang berkaitanl dengan izinl 

lingkungan, danl menganalisa tentangl ketentuan pidanal terkait denganl izin 

lingkunganl berdasarkan lUUPPLH. Penelitian inil merupakan penelitianl 

hukum normatif dengan menggunakan pendekatanl yuridis lnormatif. 

Pembahasan dalam penelitian inil didasarkan pada aturan undang-

undangan dan prinsip hukum yang berlaku serta menganalisis aturan-

aturan hukum yang menjadi sumber pedoman perizinan lingkungan. 

Hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa izin lingkunganl 

merupakan Keputusanl Administrasi Negaral/Tata Usahal Negara, yangl 

berfungsi sebagail instrumen hukuml dan saranal yuridis denganl tujuan 

perlindunganl dan pengelolaanl lingkungan hidupl dan mencegahl serta 

bagianl dasar keluarnyal izin usahal dan/ataul kegiatan berdasarkanl 

UUPPLH. Gugatanl administrasi lingkunganl terjadi karenal kesalahan 

dalaml proses penerbitanl surat keputusanl tata usahal negara yangl salah 

satunyal mengenai badanl atau pejabatl tata usahal negara yangl menerbitkan 

izinl usaha danl/atau kegiatanl yang tidakl dilengkapi denganl izin 

llingkungan. Ketentuan pidanal yang terkaitl dengan izinl lingkungan dalaml 

UUPPLH, yaitul diatur dalaml Pasal 109l UUPPLH, Tindakl pidana yangl 

dilakukan olehl pejabat pemberil diatur dalaml Pasal 111l ayat (1l) dan ayat 

 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”. USU Law Journal, Vol. II, No. 1, 

Januari 2014, hlm. 124-138. 
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(2) UUPPLH. Tindak pidana yangl dilakukan olehl pejabat pengawas 

lingkunganl (PPLH) diatur dalam Pasal 112 UUPPLH. 

2. Zairin Harahap,7 “Penerapan Sanksi Pidana di Bidang Lingkungan Hidup 

menurut UUPLH”.  

Pelaksanaan sanksi pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak 

diatur secara jelas dalam Undangl-Undang Nomorl 23 Tahunl 1997. 

memang tidakl menentukan secara pasti, siapa yang harus bertanggung 

jawab, apakah direktur korporasi atau orang-orang yang memiliki 

wewenang yang dapat diancam dengan pidana penjara. Selain itu, sanksi 

terhadap individu yang merusak atau mencemari lingkungan lebih tinggi 

daripada yang dilakukan oleh korporasi. Namun, perlu dikembangkan UU 

Pengelolaan Lingkungan 

Hasil penelitian disimpulkan bahwa UUPLH menganut asas 

subsidiaritas dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran 

dan atau perusakan Lingkungan hidup. Namun, apabila dicermati 

pengertian asas tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam angka 7 

Bagian Penjelasan Umum UUPLH, maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan asas tersebut menjadi sangat fieksibel. Sehingga, penjatuhan 

sanksi administrasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun 

melalui pengadilan tidak dengan serta merta menjadi penghalang 

penuntutan pidana terhadap pelaku pencemaran dan atau perusakan 

 
7 Harahap, Zairin, “Penerapan Sanksi Pidana di Bidang Lingkungan Hidup menurut 

UUPLH”, Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Vol. 12, No. 30, 2017:275-287. 
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Iingkungan hidup. Ketidaktegasan Pasai 45 dan Pasal 46 UUPLH tentang 

dapat   tidaknya  korporasi  dijatuhi  sanksi  pidana   yang   berupa   pidana 

penjara membuat ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 UUPLH tersebut 

mengandung kelemahan. Di samping itu, jenis-jenis sanksi pidana yang 

berupa tindakan tata tertib sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 47 

UUPLH sedikit banyak rancu dengan jenis-jenis sanksi administrasi yang 

disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) UUPLH.  Oleh karena itu, untuk 

penyempurnaan UUPLH di masa yang akan datang ketentuan-ketentuan 

yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut perlu mendapatkan perhatian. 

3. Tonny Samuel,8 “Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi 

dalam Penegakanl Hukum lLingkungan”.  

Tujuanl penelitian ini untukl mengetahui penerapanl sanksi pidanal 

dalam penegakanl hukuml lingkunganl di Indonesial dan penegakan hukuml 

lingkungan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

lnormatif, data yangl digunakan menggunakanl data lsekunder. Analisis datal 

menggunakan analisis kualitatif.  

Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan sanksil pidana 

dalaml penegakanl hukum lingkunganl dil Indonesial sudah seharusnyal 

diberlakukan denganl memperhatikan dampakl yang ditimbulkanl dan 

tergantungl pada kategoril pencemaran ataul perusakan yangl terjadi apakahl 

suatu kasusl tersebut dapatl diterapkan asasl ultimum remediuml dengan 

 
8 Samuel, Tonny, “Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi dalam 

Penegakan Hukum Lingkungan”, Socioscientis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 8, No. 1, Maret 

2016:175-182. 
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menempatkanl penyelesaian melaluil hukum pidanal sebagai upayal terakhir. 

Namunl  berdasarkan  dampakl  yang  ditimbulkannya,  penyelesaianl  kasus 

pencemaranl atau perusakanl lingkungan dapatl menerapkan hukuml 

administrasi, hukuml perdata danl hukum pidanal secara lsimultan. Dalam 

penegakanl hukum llingkungan, pada prinsipnyal kegiatan usahal yang 

menimbulkanl dampakl besarl dan pentingl sebagianl besar ataul cenderung 

akanl dilakukan olehl kegiatan usahal yang berbentukl korporasi, sehinggal 

pertanggungjawaban apabilal terjadi pencemaranl atau perusakanl 

lingkungan dibebankanl kepada lkorporasi. Dalam penegakanl hukum 

ladministrasi, perdata danl pidana, korporasil dibebankan pertanggung 

jawaban berdasarkanl peraturan perundangl-undang, namunl permasalahan 

dalaml penyelesaian melaluil mekanisme hukuml pidana dapatl menjadi 

premiuml remedium apabilal memenuhi unsurl tingkat kesalahanl pelaku 

relatifl berat, akibatl perbuatanya relatifl berat, danl perbuatan 

4. Edi Kritianta Tarigan, dkk9 “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 

Hidup”.  

Penelitianl ini bertujuanl untuk mengetahui proses penegakan 

hukuml pidana lingkungan hidup. Metode penelitian menggunakanl metode 

yuridis lnormatif. Data menggunakanl data primerl dan datal sekunder. 

Metodel pengumpulan datal penelitian kepustakaan. Sedangkan analisisl 

data menggunakanl analisis lkualitatif. 

 
9 Tarigan, Edi Kritianta, dkk9 “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Lex 

Justitia, Vol. 1, No. 1, Januari 2019, hlm. 28-41. 
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Hasil penelitianl disimpulkan Penegakan hukum lingkungan 

meruapakan  satu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide   dan konsep-konsep 

dalam hukum lingkungan untuk menjadi kenyataan yakni ide berupa 

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam proses 

penegakan hukum pidana, dimulai dari tingkat penyelidikan yang 

dilakukan oleh Polri dan dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil Lingkungan 

Hidup, kemudian diteruskan ke Kejaksaan dan selanjutnya dilimpahkan ke 

pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim. Di dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 94, memberikan kewenangan yang lebih bagi 

penyidik PPNS, meskipun demikian harus tetap melakukan koordinasi 

dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan kasus lingkungan hidup 

yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, menimbulkan keresahan 

masyarakat, bersifat strategis, atau berdampak nasional/internasional, 

dapat dibentuk Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup. 

5. R. Dwi Kennardi Dewanto P.,10 “Penegakan hukuml terhadap korporasil 

sebagai pelakul tindak pidanal lingkungan hidupl di wilayahl hukum 

lSidoarjo”.  

Penegakanl hukum lingkunganl dilakukan melaluil upaya lrepresif, 

yaitu melaluil saluran penegakanl hukum pidanal untuk memulail 

penyelidikan keputusanl pengadilan. Kasusl yang dibahasl melibatkan 

lkorporasi, sehingga sesuail dengan Pasall 116 ayatl (1) danl (2) Undang-
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Undang  lNo. 32  daril  2009  sanksil  yang dikenakanl pada badanl usaha 

ataul orang yangl memberikan perintahl untuk melakukanl kejahatan ataul 

orang yangl bertindak sebagail pemimpin kegiatanl dalam lkejahatan. 

Metode analisisl data yangl digunakan dalaml penelitian inil adalah analisisl 

data lkualitatif.  

Hasil penelitianl ini menunjukkanl berbagai kendalal untuk 

penegakanl hukum terhadapl perusahaan sebagail pelaku kejahatanl 

lingkungan dil wilayah hukuml Sidoarjo yangl mengakibatkan 

ketidakefektifanl penegakan hukuml lingkungan, antaral lain, Fasilitasl 

hukum, aparatl penegak lhukum, Fasilitas danl fasilitas, lizin, sistem analisisl 

dampak lingkunganl (AMDAL), danl kurangnya partisipasil masyarakat. 

Upayal yang perlul dilakukan untukl mengatasi kendalal penegakan hukuml 

terhadap kejahatanl korporasi terhadapl lingkungan dil Sidoarjo lmeliputi: 

meningkatkan jumlahl aparat penegakl hukum, peningkatanl pengawasan 

setelahl pemberian llisensi, peningkatan fungsil AMDAL sebagail alat 

penegakanl hukum llingkungan, dan memberikanl pelatihan/pelatihanl 

kepada aparatl penegak hukuml yang berkonsentrasil pada hukuml 

lingkungan 

 
10 Dewanto P., R. Dwi Kennardi,10 “Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku 

tindak pidana lingkungan hidup di wilayah hukum Sidoarjo”. Dialektika, Vol. 13, No. 2, 2018, 

hlm. 183-192. 
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F. Metode Penelitian  

1. Jenisl Penelitianl  

Penelitianll inil menggunakan jenisl penelitianl kepustakaanl (library 

researchl). Penelitian kepustakaan (library research) diperoleh dari buku yang 

berhubungan dengan permasalahan utama. Studi kepustakaan adalah teknik 

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, 

literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dipecahkan.11  

Penelitian inil merupakan jenisl penelitian kepustakaanl (library 

researchl) yang identik denganl kegiatan analisis teks atau wacana. Kegiatan 

analisis tersebut bertujuan untuk menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa 

perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang 

tepat.12 Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting, dimana setelah 

seorang peneliti menetapkan topik penelitian, kemudian melakukan kajian 

berkaitan dengan teori topik penelitian. Pencarian teori, peneliti 

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang 

berhubungan dengan lpenelitian.  

2. Pendekatanl Penelitian  

Pendekatanl penelitian menggunakan penelitianl hukum yuridis lnormatif. 

Menurut Soerjonol Soekanto pendekatanl yuridis yaitul penelitian hukuml yang 

dilakukanl dengan caral meneliti bahanl pustaka ataul data sekunderl sebagai 

bahanl dasar untukl diteliti denganl cara mengadakanl penelusuran terhadapl 

 
11 lNazir, Moh., Metode lPenelitian, Bogor: Ghalial Indonesia, l2014, hlm. l79. 
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peraturan-peraturanl dan literaturl-literatur yangl berkaitan denganl 

permasalahan yangl diteliti.13 Penelitianl hukum normatifl meletakkan hukuml 

sebagai sebuahl bangunan  sisteml  norma. Sisteml norma yangl dibangun 

adalahl mengenai asasl-lasas, norma, kaidahl dari peraturanl-perundangan, 

putusanl pengadilan, lperanjian, serta ldoktrin.14 Metode yang dilakukan pada 

penelitianl ini yaitu penelitian hukum normative dengan penafsiran hukum 

yang mengkaji undang-undang terkait pada permasalahan itu sehingga dapat 

memberikan suatu analisa terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.15 

Penelitian inil dilakukan denganl cara menelitil bahan pustakal (data 

sekunderl), dalam hall ini mengkajil studi ldokumen, yakni menggunakanl 

berbagai datal sekunder berupal peraturan perundangl-undangan, teoril hukum 

danl pendapat paral sarjana untukl mendeskripsikan pengaturanl hukum pidanal 

terhadap kegiatan yang berkaitan denganl izin lingkunganl dan mengkaji 

pemidanaan terhadap pelakul usaha danl/atau kegiatanl tanpa izinl lingkungan 

pada putusan Pengadilanl Negeri Banyumasl Nomor 8l/Pid.Susl/2021/PNl Bms. 

3. Sumber Data 

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan 

dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, 

 
12 Hamzah, Amir, Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research), Malang: Literasi 

Nusantara, 2020, hlm. 7. 
13 Soekanto, Soerjonol & Mamudji, lSri, Penelitian Hukuml Normatif (Suatul Tinjauan 

Singkatl), Jakarta: Rajawalil Pers, l2001, hlm. 13l-14. 
14 Fajar, Muktil & Achmad, lYulianto, Dualisme Penelitianl Hukum Normatifl dan 

lEmpiris, Yogyakarta: Pustakal Pelajar, l2017, hlm. l33. 
15 Marzuki, Peterl Mahmud, Penelitianl Hukum, lJakarta: Kencana Prenadal Media lGroup, 

2017, lhlm. 133. 
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maupun laporan hasil penelitian terdahulu,16 yaitu menggunakan data 

sekunder yang berasal dari penelurusan dokumen. Adapun beberapal sumber 

yangl digunakan dalaml penelitian inil antara lainl buku-bukul teks, jurnall 

ilmiah, refrensil statistik, hasill-hasil penelitianl dalam bentukl skripsi, ltesis, 

desertasi, danl internet, sertal sumber-sumberl lainnya yangl relevan.17 Datal 

sekunder yangl dimaksud meliputil bahan hukuml primer, bahanl hukum 

sekunderl dan bahanl hukum tertierl berupa normal dasar, perundangl-undangan, 

hasill penelitian lilmiah, buku-bukul dan lainl sebagainya.18 

a. Bahanl hukum primerl merupakan bahanl hukum yangl isinya mempunyail 

kekuatan mengikatl karena dikeluarkanl pemerintah.19 Sebagail landasan 

utamal yang dipakail dalam rangkal penelitian inil adalah Undangl-Undang 

Nomor 32 Tahunl 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup.. 

b. Bahanl hukum lsekunder, adalah bahanl-bahan yangl membahas bahanl 

primer.20 Padal penelitian lini, yang menjadil bahan sekunderl adalah hasill-

hasil penelitianl hukum, literaturl hukum (bukul-buku ilmiahl), jurnal 

lpenelitian, media lmassa, dan makalahl-lmakalah. 

c. Bahanl Hukuml lTersier, yaitu bahanl hukuml yangl akan melengkapil ataul 

menunjangl bahan hukuml primerl danl sekunder.21 Bahanl tersier padal 

 
16 Hasan, Iqbal, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, 

hlm. 5. 
17 Sanusi, lAnwar, Metodologi Penelitianl Bisnis, lJakarta: Salemba lEmpat, 2016, lhlm. 32. 
18 Amiruddin, Zainall Asikin, Pengantarl Metode Penelitianl Hukum, lJakarta: Raja 

Grafindol Persada, l2004, hlm. l30. 
19 Ashafa, lBurhan, Metode Penelitianl Hukum, l Jakarta: Rineka lCipta, 2013, lhlm. 103. 
20 Ibid., lhlm. 103. 
21 Ibid., lhlm. 104. 
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penelitian inil diantaranya yaitul kamus hukuml dan bahanl dari internetl 

yang berkaitanl permasalahan lpenelitian.  

4. Metodel Pengumpulan Datal  

Metodel pengumpulan datal yang digunakan yaitu studi kepustakaanl 

berkaitan denganl kajian teoritisl dan referensil lain yangl berkaitan denganl 

nilai, budayal dan normal yang berkembangl pada situasil sosial yangl diteliti.22 

Studil kepustakaan (libraryl research) ataul studi ldokumen, yaitu suatul alat 

pengumpulanl data dilakukanl melalui datal tertulis.23  

Teknik pengumpulanl data dalaml penelitian inil merupakan caral yang 

digunakanl oleh penelitil untuk mengumpulkanl dan menggalil data yangl 

bersumber datal sekunder. Olehl karena sumberl data berupal data-datal tertulis, 

makal teknik pengumpulanl data dalaml penelitian inil menggunakan teknikl 

dokumentasi. Penulis melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah 

atau artikel, majalah, jurnal, internet, ataupun informasi lainnya terkait dengan 

permasalahan penelitian. 

5. Metodel Analisis Datal  

Analisisl datal yangl digunakan padal penelitianl inil adalah analisal datal 

kualitatifl dengan menggunakanl teknikl analisisl isi (contentl analysisl) danl 

dengan caral berfikirl ldeduktif. Kualitatif adalahl prosedurl penelitianl yang 

menghasilkanl datal deskriptifl yaitu sumberl daril tertulisl atau ungkapanl 

tingkahl lakul yang diobservasikanl daril lmanusia.24 

 
22 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif. R & D, Bandung: Alfabeta, 2016,  

hlm. 291. 
23 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21. 
24 Ashafa, Burhan, Op Cit., hlm. 16. 
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Analisisl isil dapat didefinisikanl sebagail teknikl mengumpulkan danl 

menganalisisl isil dari suatul lteks. Isil dalam hall inil dapatl berupa lkata, artil 

(maknal), simbol, lide, ataul beberapal pesan yangl dapatl dil komunikasikan. 

Analisisl isil (contentl analysis) adalahl sebuahl metodel analisis yangl integratifl 

danl lebih secaral konseptuall untukl menemukan, lmengidentifikasi, lmengolah, 

danl menganalisis dokumenl dalaml rangkal untuk memahamil lmakna, 

signifikasil dan lrelevansinya.25 Caral berfikirl deduktif, yaitul suatul caral berfikir 

untukl menganalisisl datal dengan mengurail danl memposisikanl sebuah 

deskripsil yangl bersifatl general (umuml) dijabarkanl padal uraian yangl lebihl 

spesifikl (khusus).26 

Berdasarkanl penjelasanl di latas, makal padal penelitian inil analisisl datal 

didapatkan daril bahanl-bahanl yang lada, antaral lainl peraturan perundang-

undangan, buku-bukul penunjang dil perpustakaan, baikl undang-undangl 

maupun buku-bukul yang berkaitanl dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup di Indonesia. Daril bahan yangl sudah adal dikumpulkan 

kemudianl dianalisis sertal dikembangkan denganl bahasa lpeneliti, sehingga 

diharapkanl dapat berkesinambunganl antara datal yang didapatkanl dengan 

tujuanl penelitian yangl diinginkan. 

G. Sistematika Penulisan  

Sistematikal penulisan memberikanl gambaran tentangl isi skripsil ini, 

berikutl susunan sistematikal penulisan skripsil penelitian lini. 

 
25 Burhan, Bungin, Metode  Penelitian  Kualitatif,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 

2003,  hlm. 147. 
26 Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 36. 
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Babl I  lPendahuluan. Berisi tentangl latarl belakang lmasalah, rumusanl 

lmasalah, tujuan lpenelitian, manfaatl lpenelitian, tinjauan lpustaka, 

metodel penelitianl dan sistematikal lpenulisan. 

Babl II  Tinjauanl Konseptual. Babl inil menguraikan tinjauanl tentang 

lingkungan hidup yang meliputi pengertian lingkungan hidup dan 

dasar hukum lingkungan hidup, manfaat lingkungan hidup; tinjauan 

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi 

pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, asas 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; tinjauan perizinan, 

meliputi pengertian perizinan, tujuan dan fungsi perizinan; dan 

tinjauan tentang pemidanaan.   

Babl III  Hasill Penelitian danl Pembahasan. Babl ini akanl menguraikan hasill 

penelitian danl pembahasan, yaitul pengaturan hukum pidanal terhadap 

kegiatan yang berkaitan denganl izin lingkunganl dan pemidanaan 

terhadap pelakul usaha danl/atau kegiatanl tanpa izinl lingkungan pada 

putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/lPid.Sus/2021/PNl 

Bms. 

Babl IV lPenutup. Berisi mengenai kesimpulanl dan lsaran, penulis akanl 

menyimpukan hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu juga 

penulis memberikan saran yangl bersifat membangunl terkait denganl 

permasalahan yangl lditeliti. 


